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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang jual beli sperma hewan untuk hewan 
ternak, dengan judul Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus 
Di Desa Batealit Kabupaten Jepara). Latar belakang diadakannya penelitian 
adalah untuk mengetahui dan mendapat kejelasan hukum kebiasaan (‘urf/adat) 
tetang proses inseminasi buatan dan proses jual beli sperma hewan ternak karena 
dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual sperma hewan jantan dilarang 
oleh islam, tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui ‘urf atau adat 
kebiasaan serta ingin mengetahui akad pembayaran inseminasi buatan pada hewan 
ternak yang dipraktekkan masyarakat Desa Batealit Kabupaten Jepara. 
Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif Yaitu: 
Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami 
atau yang terjadi di lapangan. Proses pembayaran inseminasi buatan pada hewan 
ternak yang dilakukan oleh masyarakat Batealit kepada petugas Inseminasi Buatan 
dari Dinas Peternakan bukan membeli sperma atau semen beku yang dibawa 
petugas dari Dinas tersebut tetapi hanya sebuah upah atas pekerjaan yang 
diberikan kepada Dinas sebagai balas jasa atas pekerjaan. Adapun akad yang 
dilakukan masyarakat Batealit yaitu menggunakan akad ijarah atau upah 
mengupah bukan akad jual beli sperma. 
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M O T T O 
ََنِمَوََِم ََٰع أَن ألۡٱََُمَُكقَزَرَا َّمِمَْاُولُكَۚاٗش أَرفَوََٗةلوُمَحَُ َّللّٱََِت ََٰوُطُخَْاُوِعبَّ َتتََلََو
َِۚن ََٰط أيَّشلٱََُهَّنِإۥََّٞنيِب ُّمَ ّٞ ُودَعَ أمَُكل 
Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada 
yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang Telah diberikan Allah 
kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 
(QS. Al-An’aam ayat: 142) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sudah jadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin 
memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang 
membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan 
jasmani dan kebutuhan rohani. Ada orang atau kelompok yang mempunyai 
kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya dan ada pula 
kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya, maka terjadilah 
tukar menukar yang di dalam perdagangan modern dinamakan barter, yaitu 
bertukar barang dengan barang. Sejak mula, islam telah mengatur lalu lintas 
dagang yang dinamakan  Al-Bai’ Was Syaraa-i “Berjual Beli”. Kaidah dari  
Albai’u ialah: Tamliiku Maalin bi Maalin “Menukar harta dengan harta”. 
Menurut istilah Agama Islam ialah Tamliiku Maalin bi maalin ma’at taraadhi 
“Menukarkan harta dengan harta dengan sama suka”. Kegiatan berjual beli 
termasuk Amal Tabarru (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama 
islam,
1
 antara lain firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 
ayat 275: 
 ْاوَبِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُالله َّلَحَأَو...ةيلآا  
 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 2 
 
                                                 
1
 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulugul Maram, Terjemah jilid 1, Kahar Masyhur (Jakarta: PT. 
Melton Putra, 1992), cet. 1, hlm.406. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.69. 
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Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar 
jual beli tersebut sah menurut hukum islam. Di antara adalah akad (ijab 
Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih 
(objek akad).
3
 
Disebutkan dalan Al-Qur’an Al-Maidah ayat 1: 
 ِّدوُقُعْلاِّب ْاوَُفأ ْاوُنَماَء َنْيِّذَّلا اَهُّ َيَأي...ةيلآا  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”4 
 
Kehidupan seorang terhadap dirinya sendiri, terhadap jiwanya yang 
ada di dalam dadanya, dan kehidupan bersama orang lain, serta bersama 
makhluk hidup lainnya, juga bersama benda-benda lain secara umum, harus 
ada patokan dan pedomannya. Kemudian kehidupannya dalam berhubungan 
dengan Tuhan Yang Melindunginya, yang hubungan dengan-Nya ini 
merupakan landasan bagi seluruh kehidupan. 
Islam menegakkan pedoman dan patokan ini di dalam kehidupan 
manusia. Menegakkannya dan memberinya koridor dengan cermat dan jelas, 
dan menghubungkan semuanya dengan Allah yang Mahasuci. Kemudian 
menjamin kehormatan yang pasti bagi kehidupan itu, sehingga tidak 
dilecehkan dan tidak dipermainkan. Urusannya bukan untuk hawa nafsu dan 
syahwat yang silih bertukar dan berganti. Bukan pula untuk kepentingan--
kepentingan individual yang bersifat sementara, atau kepentingan suatu 
kelompok atau sebuah generasi yang untuk menggapainya lantas mereka 
rusak pedoman dan koridor tersebut. 
                                                 
3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. 9, hlm.70. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal.156. 
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Pedoman dan koridor yang telah dipatok oleh Allah ini merupakan 
“kemaslahatan” yang sebenarnya, selama Allah yang menegakkannya untuk 
manusia. Itulah “maslahat” yang sebenarnya, meski pun seseorang, 
sekelompok orang, suatu bangsa ataupun sebuah generasi memandang bahwa 
yang maslahat bukan itu. Karena Allah Maha Mengetahui, sedangkan 
manusia tidak mengetahui. Selain itu, apa yang ditetapkan Allah lebih baik 
daripada apa yang mereka tetapkan.
5
 
Begitu juga dalam hal jual beli, kita sebagai manusia harus bisa 
mentaati pedoman dan koridor yang telah dipatok oleh Allah sehinga tidak 
melenceng dari pedoman-Nya dan menjadi kemaslahatan yang tidak 
merugikan banyak orang. 
Dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang dijadikan 
obyek akad harus diperbolehkan secara syara’. Jika obyek transaksi 
merupakan komoditas yang bertentangan dalam hukum umum dan adab yang 
berlaku, maka akad dikatakan batal. 
Nabi melarang jual beli sperma dikarenakan ketidakjelasan obyek 
akad. Pada zaman Nabi perkembangan hewan ternak dilakukan secara alami. 
Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada 
hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu 
menjadi milik pembeli. Namun Nabi membolehkannya jika hanya sekedar 
pemberian. Sekedar pemberian dapat dipahami adalah tidak ada tawar-
                                                 
5
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’a, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet.1, hlm. 
162-163. 
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menawar atau sighad akad. Pemberian imbalan/harga tergantung keikhlasan 
yang mempunyai ternak betina dan sesuai keumuman di masyarakat saat itu. 
Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik 
dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Ternak yang dulu hanya 
sebagai usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, 
sekarang telah menjadi usaha pokok disamping pertanian. Dan perkembangan 
dalam usaha peternakan juga tidak lepas dari semakin bertambahnya 
kebutuhan konsumsi daging dalam masyarakat.  
Dari hal di atas maka terjadilah transaksi jual beli sperma sebagai 
pembelinya adalah peternak sedangkan penjual adalah petugas inseminasi 
buatan. Harga setiap jenis sperma berbeda-beda sesuai dengan jenis 
pejantannya. 
Dengan berkembangnya bentuk-bentuk jual beli sperma ini, maka 
hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual 
beli sperma beku menurut para fuqahā’ supaya jual beli yang dilakukan sesuai 
dengan hukum Islam. 
Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan terhadap 
praktek jual beli dengan menggunakan teori ‘urf untuk penelitian skripsi. Dari 
permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh 
mengenai praktek jual beli sperma yang telah menjadi kebiasaan di Desa 
Batealit Kabupaten Jepara. 
B. Penegasan Istilah Judul 
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Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul yang akan 
dibahas oleh penulis, maka dibawah ini penulis menyampaikan beberapa 
penegasan istilah sebagai berikut: 
1. Tinjauan 
Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dsb).
6
 
2. ‘Urf 
Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-
‘adah (kebiasaan), yaitu: 
 اَم ِّلْو ُبَقلاِّب ُةَمْيِّلَّسلا ُعاَبَّطلا ُهْتَّقَل َتَو ِّلْوُقُعلا ِّةَّه ِّج ْنِّم ِّسْوُفُّ نلا ِّفِ َّرَق َتْسا  
“sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 
diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”  
 
Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan 
secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.
7
 
3. Jual beli 
Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni 
pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang 
membayar harga barang yang dijual.
8
 
4. Sperma 
Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa adalah sel dari 
sistem reproduksi laki-laki. Sel sperma akan membuahi ovum untuk 
                                                 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2007), cet. 4, hlm. 1198. 
7
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, hlm. 209. 
8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm 478. 
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membentuk zigot. Zigot adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap 
yang akan berkembang menjadi embrio.
9
 
5. Hewan 
Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok 
organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoa, 
adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya 
adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja).
10
 Khususnya dalam 
pembahasan skripsi ini adalah hewan ternak. 
C. Rumusan Masalah 
Dalam skripsi ini memilih beberapa permasalahan diantaranya: 
1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli sperma hewan? 
2. Apa landasan hukum ‘urf tentang jual beli sperma hewan? 
D. Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan jual beli sperma hewan  
2. Untuk mengetahui dasar hukum ‘urf tentang jual beli sperma hewan 
E. Manfaat 
1. Manfaat praktis 
Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di 
Kabupaten Jepara khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, agar 
mengetahui dasar hukum pelaksanaan jual beli sperma hewan. 
2. Manfaat teoritis 
                                                 
9
 http://id.wikipedia.org/wiki/Spermatozoid, 2-5-2015, pkl 10:23. 
10
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan, 29-4-2015, pkl 16:31. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi islam pada 
khususnya dan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan pada 
umumnya. Dan juga diharapkan semoga dapat menjadi referensi untuk 
penelitian berikutnya. 
F. Kajian pustaka 
Sebagai pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari 
penelitian ini adalah jual beli, maka penulis merujuk karya-karya tulisan 
tentang jual beli sebelumnya. Dan peneliti akan membahas penelitian-
penelitian terdahulu tentang jual beli sebagai berikut:  
Nama Judul Tahun Bentuk Fokus Penelitian 
Aliyatar 
Ridho’ah 
Studi Analisis 
Tentang Jual Beli 
Anjing Menurut 
Imam Mazhab 
4102 Skripsi membahas tentang 
perbedaan pendapat 
empat mazhab 
tentang status hukum 
jual beli anjing. 
Mudatsir Teleshopping 
Dalam Perspektif 
Hukum Islam 
(Sebuah Studi 
Analisis) 
4112 Skripsi menganalisa tentang 
sah atau tidaknya 
berbelanja jarak jauh 
(teleshopping) 
Nuryanto Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap 
Penjualan Kulit 
Binatang Kurban 
(Study Kasus Di 
Masjid Al IMAN 
Desa Damarwulan 
Kecamatan Keling 
Kabupaten Jepara) 
4100 Skripsi membahas tentang 
sah atau tidaknya 
penjualan kulit 
binatang kurban. 
Salman Al 
Farisi 
(studi komparasi) 2009 Skripsi Perbandingan 
pendapat antara 
Imam Syafi’i dan 
Imam Maliki tentang 
jual beli sperma 
binatang 
Ririn 
Fauziyah 
Bojonegoro 2013 Tesis Analisa ‘urf terhadap 
praktek gadai sawah 
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di desa Pungpungan 
kecamatan Kalitidu 
kabupaten 
Bojonegoro 
Nurul 
Kartika 
Dewi 
jual beli tanah dan 
bangunan di 
indonesia oleh 
pasangan kawin 
campur yang 
merupakan harta 
bersama 
2012 Skrpisi Membahas tentang 
status hukum jual 
beli tanah dan 
bangunan di 
indonesia oleh 
pasangan kawin 
campur yang 
mempunyai harta 
bersama 
Indri 
Septyarani 
Pandangan Hukum 
Islam Terhadap 
Jual Beli Bahan 
Kaos Kiloan (Studi 
Pada Toko Bahan 
Kaos Di Jalan Kol. 
Sugiono 
Yogyakarta) 
2009 Skripsi Analisa hukum islam 
terhadap jual beli 
bahan kaos kiloan di 
toko bahan kaos 
kiloan yang berada 
di jalan Kol. 
Sugiono Yogyakarta. 
Muhammad 
Billah 
Yuhadian 
Perjanjian Jual Beli 
Secara Online 
Melalui Rekening 
Bersama Pada 
Forum Jual Beli 
Kaskus 
2012 Skripsi Status hukum dalam 
perjanjian jual beli 
secara online melaui 
rekening bersama 
pada forum jual beli 
kaskus 
Ahmad 
Syaifudin 
“(Studi Kasus di 
Desa Kolomayan, 
Kec. Wonodadi, 
Kab. Blitar) 
2007 Skripsi Analisa terhadap 
pelaksanaan jual beli 
hasil pertanian 
dengan cara 
borongan ditinjau 
dari fiqh muamalah 
di desa Kolomayan 
kec. Wonodadi kab. 
Blitar 
Andi 
Ridwansyah 
Bahar Putra 
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Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya yang berjudul 
“Fiqh Muamalah” dalam Bab Perdagangan atau Jual Beli menjelaskan 
tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat sah ijab 
kabul, macam-macam jual beli, dan dasar hukum jual beli. 
Dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” Dr. H. Abd. Rahman 
Dahlan, M.A. dalam Bab Dalil-dalil Hukum yang tidak disepakati tentang al-
‘urf/al-‘adah menjelaskan tentang pengertian ‘urf, pembagian ‘urf, kedudukan 
‘urf sebagai dalil syara’, hukum dapat berubah karena perubahan ‘urf 
(kebiasaan) dalam masyarakat. 
Penelitian yang akan penulis jadikan pembahasan dalam skripsi ini 
adalah bagaimana hukum jual beli sperma hewan di Desa Batealit Kabupaten 
Jepara, ditinjau dari ‘urf-nya untuk mendapatkan kejelasan hukumnya. 
G. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang mengkonsumsikan bahwa kenyataan-kenyataan 
empiris yang terjadi dalam suatu kompleks sosial kultural yang saling terkait 
satu sama lain.
11
 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Field Research, 
dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah 
akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari fihak 
peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh 
                                                 
11
 M. Sayuti Ali,  Metodologi Penelitian Agama, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012), 
hlm. 59. 
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peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi 
semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.
12
 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pelaku atau warga 
masyarakat melaui penelitain.
13
 
b. Data Skunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.
14
  
2. Teknik pengumpulan data 
Dengan meneliti praktek jual beli sperma hewan di Desa Batealit 
Kabupaten Jepara. Mengenai pengumpulan data yang dipakai dalam 
penelitian ini meliputi: 
a. Wawancara 
Metode wawancara ini memakai wawancara mendalam (depth 
interview).
15
 Penelitian melakukan wawancara mendalam terhadap para 
pihak yang biasanya melakukan praktek jual beli sperma hewan di Desa 
Batealit Kabupaten Jepara. 
b. Observasi 
Peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi (participant 
observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan 
dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
16
 
                                                 
12
 Dr. Saifuddin Azwar, MA., Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm.21. 
13
 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.12. 
14
 Ibid. 
15
 Burhan Ash shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.61. 
16
 Ibid. 
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3. Teknik Analisis Data 
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, 
menjelaskan, menganalisa dan menginterpretasikan suatu kejadian yang 
terjadi pada saat itu agar diperoleh informasi yang lengkap dan jelas.
17
 
Dengan pendekatan yuridis dalam hal ini penulis mencoba menganalisa 
tentang praktek jual beli sperma hewan di Kabupaten Jepara dengan 
praktek jual beli yang sesuai dengan hukum islam. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai judul ini, 
berikut adalah pokok-pokok dari isi penulis: 
1) Bagian muka 
Berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, 
pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar dan daftar isi. 
2) Bagian isi 
Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu: 
BAB I yaitu: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang  
a. Latar belakang masalah  
b. Penegasan istilah judul 
c. Rumusan masalah  
d. Tujuan penelitian 
                                                 
17
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 
cet. 2, hlm.269. 
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e. Manfaat 
f. Kajian pustaka 
g. Metode penelitian,  
h. Sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang konsep jual beli dan ‘urf, pembahasannya meliputi: 
a. Pengertian jual beli  
b. Dasar hukum jual beli 
c. Rukun dan syarat jual beli 
d. Macam-macam jual beli 
Kemudian mengenai konsep ‘urf meliputi: 
a. Pengertian ‘urf  
b. Macam-macam ‘urf  
c. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’ 
d. Syarat ‘urf menjadi landasan hukum dan kaidah yang berkenaan 
dengan ‘urf.  
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang 
a. Deskripsi mengenai lokasi penelitian, yakni pada Desa Batealit 
Kabupaten Jepara.  
b. Mengenai praktek jual beli sperma di Desa Batealit Kabupaten 
Jepara.  
BAB IV : ANALISIS ‘URF JUAL BELI SPERMA HEWAN 
13 
 
 
 
Bab ini berisi tentang analisa data meliputi:  
a. Alasan jual beli sperma tersebut dipraktekkan oleh masyarakat di 
Desa Batealit Kabupaten Jepara meliputi manfaat, kerugian, serta 
sejauh mana mereka telah meyakini kesesuaiannya dengan norma 
Islam. 
b. Analisis praktek jual beli sperma di Desa Batealit Kabupaten Jepara 
dapat disebut sebagai ‘urf. 
c. Analisis praktek jual beli sperma tersebut dapat disebut sebagai 
transaksi yang sah melalui pintu ‘urf. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi: 
a. Kesimpulan 
b. Saran 
c. Penutup  
3) Bagian akhir 
Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat 
peneliti serta lampiran-lampiran. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’i yang 
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily 
mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang lain”. Kata al-ba’i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yaitu al-syira’ (beli).18 Dengan demikian, kata al-ba’i berarti 
jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-
masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli 
ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, 
“memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan”.19 
Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” 
“ganti” dan “dapat dibenarkan” (al-ma’dzun fih). Yang dimaksud harta 
dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka 
dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik 
agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan 
                                                 
18
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, 
hlm.25. 
19
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 12, (Bandung: PT Alma’arif), t. t., hlm.45. 
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ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang 
dimaksud dapat dibenarkan (al-ma’dzun fih) agar dapat dibedakan dengan 
jual beli yang terlarang.
20
 
Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip 
oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah: “Saling tukar harta dengan harta 
melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan 
dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.21 
Dalam definisi ini terkadang pengertian “cara yang khusus”, yang 
dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui 
ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan 
harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang 
diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, 
minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh 
diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. 
Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut 
ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
22
 
Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang 
ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli 
adalah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 
milik dan pemilikan”.23 
                                                 
20
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), cet. 1, hlm.67. 
21
 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm.25. 
22
 Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm.68. 
23
 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., hlm.25. 
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Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena 
ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti 
sewa-menyewa (al-ijarah).
24
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunah 
Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah 
saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:
25
 
a. Surat al-Baqarah ayat 275: 
 ْاوَبِّ رلا مَّرَحَو َعْي َبْلا ُالله َّلَحَأ...ةيلأا 
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”26 
 
b. Surat al-Baqarah ayat 198: 
 ْمُكِّ بَّر ْن ِّم الًْضَف ْاوُغ َتْب َت نَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dan Tuhanmu”27 
 
c. Surat an-Nisa’ ayat 29: 
... ْمُكْن ِّ م ٍضَار َت ْنَع اةَرَِّتِ َنْوُكَت نَأ َّلآِّإ...ةيلأا 
“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu...”28 
 
Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain: 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’: 
                                                 
24
 Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm.68. 
25
 Ibid., hlm.68-70. 
26
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.69. 
27
 Ibid., hlm.48. 
28
 Ibid., hlm.122. 
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ىلص َّ ِّبَِّنلا َّنَأ ،هنع الله يضر ٍعِّفَار َنْب َةَعَافِّر ْنَع  َلِّئُس ملسو هيلع الله  َأ ُّي
 ؟ُبَيْطَأ ِّبْسَكْلا َلَاق : ٍرْوُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلُك َو ِّهِّدَيِّب ِّلُجَّرلا ُلَمَع( .ا هاورل ُراَّزب 
هح حصو مكالحاو) 
“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Rasulullah saw. Pernah 
ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: 
Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 
yang halal” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).29 
 
Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-
kecurangan, mendapat berkat dari Allah. 
b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah 
menyatakan: 
 َر َت ْنَع ُعْي َبْلا َا َّنَِّّإا ٍض(ىقهيبلا هاور) 
“Yang dinamakan berjual beli ialah jika dilakukan dengan sama 
rela”. 30 
 
c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda: 
 َعَم ُْيِّْمَْلأا ُقْوُدَّصلا ُر ِّجاَّتَلأ ِّءاَدَهُّشلاَو َْيِّْقْيِّ د ِّ صلاَو َْيِّْ يِّبَّنلا(ىذمترلا هاور) 
“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) 
dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”. 31 
 
Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di 
atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu 
mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-
Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi 
wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar 
(penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak 
                                                 
29
 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulugul Maram,  Terjemah, jilid 1, Kahar Masyhur (Jakarta: PT. 
Melton Putra, 1992), cet. 1, hlm.407. 
30
 Ibid. 
31
 Imam Muhammad bin ‘Isa At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, Juz 3, hlm.50. 
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naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan 
melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka 
menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual 
barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. 
Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai 
dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi 
bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya 
boleh menjadi wajib. 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan 
rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan 
jumhur ulama. 
Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 
(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari 
penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 
hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur 
hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan 
indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi 
yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
19 
 
 
 
jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau 
melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi).32 
Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu 
ada empat,
33
 yaitu: 
a. Ada orang yang berakad atau al-muta’qidain (penjual dan pembeli). 
b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul). 
c. Ada barang yang dibeli. 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 
dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, 
bukan rukun jual beli. 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:
34
 
a. Syarat-syarat orang yang berakad 
Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad 
jual beli itu harus memenuhi syarat: 
1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 
belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama 
berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus 
telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 
mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari 
walinya. 
                                                 
32
 Ibid., hlm.70-71. 
33
 Wahbah az-Zuhaily, op. cit., hlm.28-29. 
34
 Ibid., hlm.34-47. 
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2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 
seseorang tidak dapat bertidak dalam waktu yang bersamaan sebagai 
penjual sekaligus sebagai pembeli. 
b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul 
Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu 
kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat 
dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan 
kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang 
bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-
menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah 
satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena 
akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah 
(ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan 
dalam masalah wakaf. 
Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka 
pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 
Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan 
nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. 
c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma’qud ‘alaih) 
Syarat-syarat yang tekait dengan barang yang diperjualbelikan 
sebagai berikut: 
1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
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2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 
bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena 
dalam pandangan syara’ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat 
bagi muslim. 
3) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang 
tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut 
atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki 
penjual. 
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 
d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 
Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar 
dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait 
dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman 
dengan al-si’r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang 
berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si’r 
adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum 
dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada 
dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan 
konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat 
dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman.
35
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 Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm.76. 
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Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman 
sebagai berikut: 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar 
bukan barang yang diharamkan oleh syara’, seperti babi dan khamar, 
karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara’.36 
4. Macam-macam Jual Beli 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 
hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum 
dan batal menurut hukum, dari objek jual beli dan segi pelaku jual beli. 
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 
pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 
“jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli 
yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang 
tidak ada.” 
Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad 
jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 
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pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 
seperti membeli beras di pasar. 
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual 
beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah 
untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 
meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, 
maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya 
ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah 
ditetapkan ketika akad. 
Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat 
tambahannya seperti berikut: 
a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin 
dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, 
ditimbang, maupun diukur. 
b. Dalam akad harus disebutkan segaka sesuatu yang bisa mempertinggi 
dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa 
kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan 
seterusnya, kalau kain, sebukan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan 
semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang 
ini yang menyangkut kualitas barang tersebut. 
c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 
didapatkan di pasar. 
d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. 
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Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual 
beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau 
masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 
atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu 
pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda 
seseorang tidak diperbolehkan. 
Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi 
tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. 
Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 
dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat 
karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan 
kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak 
dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. 
Penyampaiaan akad jual beli melaui utusan, perantara, tulisan, 
atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, 
misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan 
pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan 
Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara’. Dalam pemahaman 
sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, 
hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan 
dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro 
antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad. 
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Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah mu’athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa 
ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan 
label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 
pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 
tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 
Syafi’iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. 
Tetapi sebagian Syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan 
jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 
tanpa ijab kabul terlebih dahulu. 
Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan 
ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula 
yang terlarang tetapi sah. 
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagia 
berikut: 
a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, 
berhala, bangkai, dan khamar. 
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 
jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini 
haram hukumnya. 
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual 
beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. 
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d. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, 
maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di 
ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan 
riba di dalamnya. 
e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum 
pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, 
mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang 
karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah 
tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil 
oleh si pembelinya. 
f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, 
mesalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu 
malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh bearti telah 
membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 
kemungkinan akan menmbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 
g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 
seperti orang berkata, “leparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti 
kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi 
lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 
mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. 
h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 
buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi 
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basah, sedang ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan 
pemilik padi kering. 
i. Menetukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut 
Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti 
seseorang berkata “Ku jual buku ini seharga $ 10,- dengan tunai atau $ 
15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. 
“Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu 
padaku”. 
j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir 
sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini 
dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku 
yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 
padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua 
harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i. 
k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 
terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau 
menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya 
jelek. 
l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 
seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah 
satu bagiannya. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. 
Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli 
tersebut batal. 
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m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini 
menujukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu 
dengan takaran dan telah diterimanya, kemual ia jual kembali, maka ia 
tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang 
pertama sehingga ia harus menkarnya lagi untuk pembeli yang kedua 
itu. Rasulullah saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, 
dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan 
Daruquthni). 
Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi 
sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk 
membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 
sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 
setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 
berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 
orang kampungsudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 
tidak apa-apa. 
b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperi seseorang 
berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 
dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 
menyakitkan orang lain. 
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c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 
harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang 
itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. 
d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 
“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 
kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.
37
 
 
B. ‘Urf 
1. Pengetian al-‘Urf 
Di dalam pembahasan istihsan, telah dikemukakan bahwa baik 
Hanafiyah maupun Malikiyah membagi istihsan dari segi sanadnya, ‘urf 
adalah salah satunya yang dinamakan istihsan ‘urf. 
Di kalangan ahli hukum terkenal ungkapan “ ‘Urf itu terdapat 
pengakuan dalam syara’”, ‘Urf itu adalah syari’at muhakkamah”. Oleh 
karena itu perlu dibahas sampai sejauh mana pengakuan syara’ terhadap 
‘Urf dan pengaruhnya terhadap pembinaan hukum dan keputusan 
pengadilan.
38
 
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘urf berasal dari kata yang 
terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul 
kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal 
sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik) 
Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna: 
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اْو ُفَراَع َت ٌظْفَل َْوأ ،ْمُه َن ْ ي َب َعاَش ٍلْعِّف ِّ لُك ْن
ِّم ِّهْيَلَع اْوُراَسَو ُساَّنلا ُهَداَتْعا اَم  َُهقلًْطِّإ
 ِّهِّعَا ِّسِ َدْنِّع ُهَر ْ يَغ ُرَداَبَت َي لاَو ُةَغُّللا ُهَفََّلَأت لا ِّ صاَخ انًْعَم ىَلَع 
“Sesuatu yang menjadi kebiasaan menusia, dan mereka 
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di 
antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal 
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, 
dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam 
pengertian lain.”39 
 
Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim 
Zaidan, istilah ‘urf berarti: 
 َم َأ ا َّل َف ُه  ْلا ُم ْج َت ِّم ُع  َو ْعا َت َدا ُه  َو َس َرا  َع َل ْي ِّه  ِّف َح  َي ِّتا ِّه  ِّم ْن  َق ْو ٍل  َأ ْو  ِّف ْع ٍل 
“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah 
menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik 
berupa perbuatan atau perkataan.”40 
 
Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-
‘adah (kebiasaan), yaitu: 
 ِّلْو ُبَقْلاِّب ُةَمْيِّلَّسلا ُعاَبَّطلا ُهْتَّقَل َتَو ِّلْوُقُعْلا ِّةَّه ِّج ْنِّم ِّسْوُفُّ نلا ْ ِّفِ َّرَق َتْسا اَم 
“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 
diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.” 
 
Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan 
secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. 
Dari penjelasan di atas dapat dipahami, al-‘urf atau al-‘adah 
terdiri atas dua bentuk yaitu, al-‘urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk 
perkataan) dan al-‘urf al-fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). 
‘Urf dalam bentuk perbuatan, misalnya, transaksi jual beli barang 
kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul. 
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Demikian juga membagi mahar menjadi “hantaran” dan “mas kawin”. 
Sedangkan ‘urf dalam bentuk perkataan, misalnya, kalimat “engkau saya 
kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat islam Indonesia, 
mengandung arti talak.
41
 
Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu 
sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil 
sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah 
(hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti 
kebiasaan masyarakat—di suatu zaman—melakukan sebagian perbuatan 
yang diharankan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf 
mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu 
berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’iy); mengikuti hawa 
nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan 
dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan 
dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan 
berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi 
legitimasi.
42
 
2. Pembagian al-‘Urf 
Ditinjau dari segi jangkauan, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: al-‘urf 
al-amm dan al-‘urf al-khashsh.43 
a. Al-‘Urf al-Amm 
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Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian 
besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, 
membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa 
perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi 
oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa 
penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk 
tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, 
kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja. 
Ulama Madzhab Hanafy menetapkan bahwa ‘Urf Aam dapat 
mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan ‘urf. ‘Urf ini 
dapat men-takhshis nash yang ‘am yang bersifat zhanny, bukan yang 
qath’iy.44 
b. Al-‘Urf al-Khashsh 
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 
masyarakat tertentu. Atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan 
masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk 
menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga 
kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat 
bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang 
saksi. 
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‘Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya 
boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui 
jalan yang qath’iy, baik berupa nash dari segi jelas dan terangnya. 
Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas zhanny akan 
selalu berubah seirama dengan perubahan zaman. Karenanya para 
ulama berpendapat bahwa ulama muta’akhirin boleh mengeluarkan 
pendapat yang berbeda dari Madzhab Mutaqaddimin jikalau ijtihad 
ulama Mutaqaddimin didasarkan pada qiyas. Karena dalam menerapkan 
dalil qiyas, mereka sangat terpengaruh oleh ‘urf-‘urf yang berkembang 
dalam masyarakat pada waktu itu.
45
 
Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-‘urf dapat pula 
dibagi menjadi dua bagian,
46
 yaitu sebagai berikut: 
a. Al-‘Urf ash-shahih (‘Urf yang Absah) 
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak 
bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain, ‘urf 
yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau 
sebaliknya, Mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, 
kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) 
yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak 
dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh 
pihak laki-laki. Sebalikanya, jika yang membatalkan peminangan 
adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita 
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yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak 
laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara 
pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar 
atas barang yang dipesannya. 
b. Al-‘Urf al-Fasid (‘Urf yang Rusak/Salah) 
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan 
ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari al-‘urf ash-shahih, maka 
adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang 
haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman 
antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-
pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan 
perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya 
karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada 
masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga 
(pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan 
perkembangan zaman dan semakin membaikanya pemahaman terhadap 
hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara 
berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan. 
Para ulama sepakat, bahwa al-‘urf al-fasid tidak dapat menjadi 
landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena 
itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman 
hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang 
ma’ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan 
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dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan 
adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena al-‘urf al-fasid 
bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya 
berkaitan dengan al-‘urf ash-shahih. 
3. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Syara’ 
Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-‘urf ash-
shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka 
terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai 
dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling 
banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama 
Syafi’iyyah dan Hanabilah.47 
Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar 
Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihad fi ma 
la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf 
sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan 
Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan 
Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih 
tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan 
hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di 
antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, ‘urf dimasukkan ke dalam ke-
lompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.
48
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Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas 
argumen-argumen berikut ini:
49
 
a. Firman Allah SWT pada surah al-A’raf (7) ayat 199: 
 َْيِّْلِّهَاْلْا ِّنَع ْضِّرَْعأَو ِّفْرُعْلاِّب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِّذُخ 
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh.”50 
 
Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum 
muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut 
sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai 
kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan 
watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip 
umum ajaran islam. 
b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud r.a: 
 ِّالله َدْنِّع َوُه َف اانَسَح َنْوُمِّلْسُ
لما ُهآَر اَمَف 
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di 
sisi Allah”. 51 
 
Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi 
maupun maksudnya, mmenunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik 
yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan 
tuntunan umum syariat islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik 
di sisi Allah. Sebalikanya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan 
yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan 
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 Abd. Rahman Dahlan, op. cit., hlm.212-213. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, hlm.255. 
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 Imam Al-Suyuti, Al-Asybah Wa al-Nadair, tt. p., t. t., hlm.66. 
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kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, padahal, dalam pada itu, Allah 
berfirman pada surah al-Ma’idah ayat 6: 
 ْمُكْيَلَع ُهَتَمْعِّن َّمُِّتيِّلَو ْمَُكرِّ هَطُيِّل ُدْيُِّري ْنِّكَلاَو ٍَجرَح ْنِّ م ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِّل ُالله ُدْيُِّري اَم
 َعَل َنْوُرُكْشَت ْمُكَّل َ
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihakan kamu dan menyempunakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur.”52 
 
4. Kaidah yang Berkenaan dengan ‘Urf  dan Syarat ‘urf menjadi 
landasan hukum 
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil 
hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah 
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, antara lain 
berbunyi: 
 ٌةَمَّكَُمُ ُةَداَعلا 
“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” 53 
 
 َعلاِّب ُتِّباَّثلا  ةَدا ِّصَّنلاِّب ِّتِّباَّثلاك 
“Yang berlaku berdasarkan adat seperti berlaku berdasarkan 
nashsh” 54 
 
 ِّهْيِّف ُع ِّجْر َي ِّةَغُّللا ِّفِ َلاَو ِّهْيِّف ُهَل طِّباَض َلاَو ااقَلْطُم ْعرَّشلا ِّهِّب َدَرَو اَم ُّلُك ِّفْرُعلا َلَِّإ 
“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada 
pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari 
segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 
‘urf.”55 
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 Departemen Agama RI, op. cit., hlm.159. 
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 Imam Suyuti, op, cit. hlm.66. 
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 Muhammad Musthafa al-Zahily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha Fi al-Madahib 
al- Arba’ah, tt. p., t. t., hlm.349. 
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Aplikasi dari kaidah ‘urf yang terakhir di atas, misalnya: syara’ 
tidak memberi batasan pengertian yang disebut al-hirz (barang yang 
dipelihara), berkaitan dengan barang yang dicuri, sehingga hukuman 
potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk 
menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘urf. 
Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah 
yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain 
menggara tanah tersebut (ihya’ al-mawat), ditentukan oleh ‘urf yang 
berlaku dalam masyarakat. 
Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa al-‘urf ada yang berlaku 
secara umum (al-‘urf al-‘amm) dan ada pula yang berlaku khusus (al-‘urf 
al-khashsh) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada ‘urf al-
shahih (‘urf yang benar) dan ada pula ‘urf al-fasid (‘urf yang salah). 
Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang disepakati seluruh 
ulama keberlakuannya adalah ‘urf al-shahih al-‘amm al-muththarid (‘urf 
yang benar, berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan 
bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nashsh syara’ yang bersifat 
qath’i, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ yang 
bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, 
maka menurut ulama Hanafiyyah, ‘urf tersebut bukan saja dapat menjadi 
dalil syara’, tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan 
atas qiyas, dan dapat pula men-takhshish dalil syara’ lainnya. 
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Adapun ‘urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat 
mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil 
ijtihad terhadap nashsh yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda 
dengan al-‘urf al-‘amm yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum 
dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara’, maka al-‘urf al-
khashsh, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak 
dapat mengenyampingkan nashsh syara’ dan ketentuan qiyas, serta tidak 
pula dapat menjadi pen-takhshish terhadap atsar (yang berlaku di kalangan 
sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, al-‘urf al-fasid 
(‘urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum 
dan mesti di tolak. 
 ْناَمْزَْلأا ُِّّيَُّغ َتِّب ِّماَكْحَْلأا ُرُّ يَغ َت ُرَكْن ُي َلا 
“Tidak diingkari adanya perubahan hukum seiring dengan 
berubahnya zaman (waktu).” 56 
 
Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum 
Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama 
Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (al-Islam shalih likull 
zaman wa makan). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan 
Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa 
keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip 
kemudahan dalam syari’at Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup 
dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus 
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bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat islam mengalami 
kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap 
menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada 
ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan 
perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran 
abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya 
pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat 
(yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahahan pada ‘urf dan adat 
kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang 
menyatakan, salah satu persyaratan yang menjadi seorang yang 
berpredikat mujtahid ialah, memahami ‘urf yang berlaku dalam 
masyarakat. Dengan memahami ‘urf yang berlaku, seorang mujtahid tidak 
akan kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa 
hukumnya.
57
 
Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam 
Syafi’iy ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan 
dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan 
ulama, pendapat Imam Syafi’iy ketika di Irak disebut qaul Qadim, sedang 
pendapat di Mesir adalah qaul Jadid. 
Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan 
hukum antara lain: 
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1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan 
kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan 
susunan keluarga dalam pembagian waris. 
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, 
ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang. 
Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa 
syarat dalam pemakaian ‘urf, antara lain: 
1. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang 
ada. 
2. ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. 
3. ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan 
atau kerusakan.
58
 
Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf 
yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu: 
1. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. 
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 
kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 
dilandaskan kepada ‘urf itu. 
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 
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sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 
yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.59 
Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal 
muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu 
diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf. 
Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur’an dan Hadits.60 
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BAB III 
KEADAAN UMUM MASYARAKAT DESA BATEALIT KABUPATEN 
JEPARA DAN SEKILAS TENTANG JUAL BELI SPERMA HEWAN 
A. SEKILAS TENTANG DESA BATEALIT KABUPATEN JEPARA 
1. Struktur Demografi Desa Batealit Kabupaten Jepara 
Desa Batealit merupakan salah satu wilayah kecamatan Batealit. 
Desa Batealit ini terletak disebelah tenggara kota Jepara kurang lebih 18 
km. Dan desa Batealit ini juga termasuk dataran rendah dan pegunungan. 
Desa Batealit berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Pakis Aji 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan: Bos Wessen 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Somosari 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Bringin 
Kondisi masyarakat desa Batealit ini identik dengan pertanian. 
Jadi sebagian besar mata pencaharian  masyarakat desa Batealit adalah 
petani
61
. Namun dengan demikian, masyarakat tidak mau ketinggalan 
dengan desa-desa lain, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ini terbukti dengan adanya sarana 
dan prasarana  pendidikan baik itu yang bersifat formal maupun non 
formal dan perusahaan-perusahaan. Diantaranya sarana dan prasarana 
pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Al-
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Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah (MADIN)dan Sekolah Lanjut Tingkat 
Pertama (SLTP). 
Jumlah penduduk desa Batealit menurut data yang penulis ketahui  
adalah sebanyak 4334 jiwa orang dengan perincian jumlah laki-laki 
sebanyak 2199 jiwa orang dan jumlah perempuan sebanyak 2135 jiwa 
orang . 
Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ini terdiri 
dari beberapa dukuh yang merupakan bagian dari desa Batelit, yang 
jumlahnya ada 6 dukuh,
62
 yaitu: 
1. Dukuh Sengon 
2. Dukuh Krajan 
3. Dukuh Setro 
4. Dukuh Silo 
5. Dukuh Gendong 
6. Dukuh Cabe 
2. Struktur Kelembagaan Desa Batealit Kec. Batealit Kab. Jepara 
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3. Sosial Budaya 
Situasi sosial budaya kemasyarakatan Desa Batealit Kecamatan 
Batealit Kabupaten Jepara masih dalam suasana kegotong royongan 
(kekeluargaan atau paguyuban). Persatuan antar individu masih terasa 
dalam setuap suasana. 
Dalam suasana kehidupan berbudaya masyarakat Desa Batealit 
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tidak jauh berbeda dengan 
masyarakat tanah jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa lepas dari adat 
istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kepercayaan 
akan hal-hal mistis masih melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari 
pada masyarakat Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. 
PETINGGI 
ALI ASIKIN 
TATA USAHA 
SRI PUJI 
LESTARI 
SEKRETARIS 
DESA 
- 
SIE. 
KEUANGAN 
NIKMAH 
KEBAYAN 2 
SUKARI 
KEBAYAN 1 
SAMSUL 
MUIN 
KAMITUWO 1 
SUGIYANTO 
LADU 2 
- 
LADU 1 
NUR HARIS 
PRASETYO 
MODIN 2 
PARTONO 
MODIN 1 
PAWI 
KAMITUWO 2 
SOFI’I, SE 
PETENGAN 2 
SUWONDO 
PETENGAN 1 
M. FADLI 
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Adapun adat budaya yang masih berlaku di Desa Batealit Kecamatan 
Batealit Kabupaten Jepara adalah selamatan, mitoni, mitong dino, matang 
puluh dino, dan nyatus, luru dino dan sedekah bumi. 
Hal tersebut dilakukan karena orang jawa pada umumnya dan 
khususnya masyarakat desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 
begitu taat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan 
supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi 
yang sudah ada. 
4. Mata Pencaharian 
Adapun mata pencaharian masyarkat Desa Batealit Kecamatan 
Batealit Kabupaten jepara bervariasi. Selain bertani ada juga yang 
berprofesi sebagai pedagang, buruh bangunan, buruh tani, buruh Pabrik, 
peternak, wira usaha, karyawan swasta, PNS, TNI, Polri,  seperti yang 
penulis kemukakan dimuka. Namun karena areal tanah Desa Batealit 
terdiri dari persawahan dan perkebunan, maka mayoritas pencaharian 
penduduk adalah bertani.
63
 
5. Kondisi Pendidikan 
Untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bagi 
masyarakat Desa Batealit, pemerntah bersama masyarakat membangun 
suasana pendidikan formal dan non formal, seperti gedung Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Roudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah 
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(MI), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), serta 
Pondok Pesantren (Pon Pes)
64
. Dengan rincian sebagai berikut: 
No Sarana Pendidikan Jumlah 
1 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 1 
2 Roudlatul Athfal (RA) 2 
3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 
4 Sekolah Dasar (SD) 3 
5 Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 1 
6 Pondok Pesantren (Pon Pes) 2 
 
6. Kondisi Sosial Keagamaan 
Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan 
desa yang masyarakatnya mayoritas beraga Islam dan Kristen. Sedangkan 
untuk pemeluk agama lain tidak ada. 
Dari sekian banyak warga wilayah kabupaten Jepara yang 
manyoritas penduduknya beragama Islam menganut faham Ahlussunnah 
Wal Jamaah. Kegiatan yang bernuansa keagamaan hampir biasa menyertai 
kehidupan masyarakat Batealit. Dari majlis ta’lim atau pengajian-
pengajian yang beranggotakan anak-anak, remaja hingga orang tua, baik 
yang berorganisasi atau tidak. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di dalam 
masjid atau mushola maupun rumah-rumah. 
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B. SEKILAS TENTANG JUAL BELI SPERMA DI DESA BATEALIT 
KABUPATEN JEPARA. 
Dari hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli sperma 
hewan, maupun tokoh agama setempat dapat diketahui bahwa mekanisme 
jual beli sperma hewan yang difahami dan dipraktekkan oleh masyarakat 
Desa Batealit adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut 
ini: 
1. Penjual  Sperma Hewan (Petugas Inseminasi Buatan) 
Abdul Jalal, yang beralamat di mindahan, ia bekerja di balai desa 
Mindahan Batealit Jepara, dia menjadi petugas inseminasi buatan atas 
keinginannya sendiri dan mendaftarkan dirinya di balai desa Mindahan 
sebagai perangkat inseminator, dengan pelatihan atas biaya sendiri, dia 
terdorong untuk menjadi petugas inseminasi buatan karena peternak sulit 
sekali mencari hewan ternak pejantan, dan dapat mengabdi untuk melayani 
masyarakat. Dia resmi menjadi petugas inseminasi dan mendapatkan 
sertifikat pada tanggal 28 oktober 1985.  
Dia mendapatkan sperma hewan dari Dinas Pertanian dan 
Peternakan di Jepara, yang setorannya berasal dari Balai Inseminasi 
Buatan yang bertempat di Ungaran-Semarang yang dulunya mendapat 
setoran dari Lembang-Bandung dan dari Singosari-Malang. 
Petugas inseminasi buatan (inseminator) mengatakan dalam 
membuahi hewan ternak tersebut tidak pernah menjual sperma tetapi 
melayani masyarakat untuk mengawinkan hewan ternak yang mereka 
49 
 
 
 
pelihara, kemudian setelah mereka menyelesaikan inseminasi buatan maka 
mereka diberikan uang sebagai upah atas pekejaannya. Upah tersebut 
diberikan kepada petugas setelah menyelesaikan penyuntikan pada hewan 
ternak tersebut. setiap kali di panggil untuk menyuntikkan sperma petugas 
mendapat imbalan berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya, kalau 
untuk kambing mendapat upah Rp 30.000,-, untuk sapi Rp 60.000,-, dan 
untuk kerbau Rp 60.000,- juga. Dia dapat menjamin keberhasilannya 
inseminasi buatan mencapai 90% asalkan kondisi birahi hewan ternaknya 
tepat, dan penyuntikannya juga harus di tempat yang teduh, tidak boleh di 
tempat yang panas, karena akan berpengaruh kepada bibit sperma yang 
akan di suntikkan, kalau suntikannya masih tidak berhasil dia beranggapan 
bahwa ketidak berhasilannya atas ijin yang kuasa. 
Suntik kawin (Inseminasi Buatan) ini sudah menjadi kebiasan 
masyarakat sehingga apabila ada seorang peternak yang ingin 
mengawinkan hewan ternaknya secara inseminasi buatan peternak hanya 
tinggal menghubungi petugas inseminasi buatan melalui telepon kemudian 
petugas inseminasi buatan akan datang ketempat peternak yang akan 
menggunakan jasanya untuk melakukan inseminasi buatan hewan 
ternaknya dengan cara penyuntikkan sperma straw (sperma yang sudah 
dibekukan) ke dalam alat kelamin betina  hewan ternak tersebut, dengan 
takaran sperma yang akan disuntikkan berkadar 9 ml. Tetapi apabila dari 
hewan ternaknya tidak mengalami birahi yang tepat maka petugas tidak 
akan melakukan inseminasi buatan kepada hewan ternak tersebut, karena 
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kalau tidak tepat birahinya akan beresiko tidak berhasilnya proses 
pembuahan. 
Ciri-ciri hewan yang sedang birahi adalah alat kelamin betina 
(vagina) akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, di pegang 
hangat, keluar pela-pelu (cairan putih yang keluar dari alat kelamin 
betina), dan gemboran atau bengak-bengok (berteriak-teriak). Birahi 
hewan terlihat hanya dalam jangka 18 jam saja, apabila penyuntikan bibit 
sperma lewat dari 18 jam maka bibit sperma yang disuntikkan tidak dapet 
membuahi sehingga hewan ternak tidak bisa hamil (gagal). Dalam 
prakteknya pak Jalal tidak hanya melayani inseminasi buatan di desa 
Batealit saja, tapi juga melayani masyarakat dari desa lain seperti Bomo, 
Damarjati, Plajan dan desa lainnya.
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2. Pembeli sperma hewan (pengguna jasa Inseminasi Buatan) 
Sutopo, bekerja sebagai petani dan petrnak, dia sudah beternak 
sejak tahun 1993, dia beralasan menggunkan kawin suntik (Inseminasi 
Buatan) karena hewan ternaknya sedang masa birahi tapi tidak ada 
pejantannya, karena sulit mencari pejantan yang berkualitas bagus jadi pak 
sutopo memanggil petugas inseminasi buatan untuk mengawinkan hewan 
ternaknya tersebut secra inseminasi buatan, tujuannya agar hewan 
ternaknya tersebut hamil dan menghasilkan anak. Dengan pak jalal 
(petugas inseminasi buatan), pak sutopo sudah pernah 2 kali mengawinkan 
hewan ternaknya secara Inseminasi Buatan (IB), yang pertama pada tahun 
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2010 dengan biaya 40 ribu dan yang kedua pada tahun 2012 dengan biaya 
50 ribu dan kedua-duanya behasil hamil. 
Keuntungan yang dapat diambil pak sutopo adalah proses 
inseminasi buatan tersebut lebih murah dibandingkan dengan inseminasi 
secara alami, prosesnya cepat dari pada sulit-sulit mencari pejantan dan 
yang terpenting adalah mendapat anak hewan ternak lagi. Untuk  
perawatan setelah dilakukan kawin suntik (Inseminasi Buatan) pak Sutopo 
tidak ada yang istimewa dalam merawatnya, hanya diberi makan seperti 
biasa. Jika dari suntik kawin (Inseminasi Buatan) tersebut tidak berhasil 
pak Sutopo akan mengawinkan hewan ternakknya secara alami. 
Menurut pak sutopo kawin suntik (Inseminasi Buatan) ini sudah 
menjadi kebiasaan masyarkat Batealit, tetapi belakangan ini sudah mulai 
jarang yang menggunakannya. Dia mengatakan kawin suntik ini tidak 
bermanfaat kalau hewan ternaknya yang di kawinkan secara inseminasi 
buatan tidak berhasil hamil, dan itu akan merungikan baginya. 
Pak Sutopo mengatakan bahwa akad yang dilakukan bukanlah 
akad jual beli tapi menggunakan jasa seorang petugas inseminasi buatan 
untuk menyuntikkan bibit sperma ke dalam alat kelamin hewan ternaknya 
agar hamil dan menghasilkan anak. Tapi jika membeli sperma pak Sutopo 
mengatakan berarti peternak sendiri yang mneyuntikkan sperma yang 
dibelinya. 
Dibandingkan dengan inseminasi secara alami pak sutopo 
menyatakan bahwa sutik kawin (inseminasi buatan) ini cepat dalam proses 
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hamilnya hewan ternak tersebut, tetapi kalau dengan cara inseminasi alami 
lambat hamilnya.
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Penguna jasa atau pembeli kedua adalah M. Fadli yang juga 
bekerja sebagai petani dan peternak, M. Fadli Terakhir pak Fadli 
melakukan suntik kawin (inseminasi buatan) untuk hewan ternaknya pada 
tahun lalu yaitu tahun 2014, dia menggunakan suntik kawin (inseminasi 
buatan) ini dengan alasan hewan ternaknya sudah memasuki masa birahi, 
dan kawin suntik (inseminasi buatan) menurutnya adalah sesuatu yang 
tepat untuk perkembang biakan hewan ternaknya, tapi tidak menutup 
kemungkinan juga bahwa pak Fadli mengunakan cara inseminasi secara 
alami apabila kawin suntik (inseminasi buatan) tidak berhasil, karena 
meski mengalami birahi yang tepat kemungkinan adanya ketidak 
berhasilan suntik kawin (inseminasi buatan) dan itu membuat dia 
memasrahkan semua kehendak hanya kepada tuhan, karena dari petugas 
inseminasi sendiri tidak menjamin suntik kawin (inseminasi buatan) akan 
berhasil 100 %.   
Alasannya juga menggunakan cara inseminasi buatan karena 
kadang meskipun di kawinkan secara alami dari sapi betinanya sendiri 
tidak mau atau susah untuk dikawinkan, dan juga melakukan suntik kawin 
bertujuan agar hewan ternaknya cepat punya anak, karena dari 
keuntungannya sendiri sangat besar, pak Fadli bisa merawatnya sampai 
besar dan bisa menjual mahal. 
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Karena pak Fadli sudah mengenal petugas dan bisa dikatakan 
akrab dengan petugas setiap transaksi pembayaran suntik kawin 
(Inseminasi Buatan) dia mendapatkan potongan harga untuk setiap kali 
melakukan inseminasi buatan dan apabila gagal inseminasinya petugas 
menyuntik kawin lagi dengan Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya, jika 
hewan ternaknya mengalami birahi lagi. 
Bagi pak Fadli biaya yang dia keluarkan tidak merugikannya 
dibandingkan dengan apabila suntik kawin (Inseminasi Buatan) berhasil 
dan mengahasilkan anak ternak baru, karena jika berhasil akan lebih 
menguntungkan lagi dan apabila anak ternak sudah besar bisa menjualnya 
kemudian mendapatkan untung. 
Menurutnya suntik kawin (inseminasi buatan) ini sudah menjadi 
hal yang biasa di praktekkan oleh masyarakat Batealit, karena sangat 
bermanfaat dan pak Fadli sendiri sering mengawinkan hewan ternaknya 
secara inseminasi buatan. Dan tidak mahal untuk setiap kawin suntik 
(inseminasi buatan), dibandingkan dengan inseminasi secara alami yang 
bisa mencapai tarif ratusan ribu. 
Dalam akadnya pak Fadli mengatakan tidak ada transaksi jual beli 
sperma, dia mengatakan bahwa dia hanya mengundang petugas untuk 
menyuntik kawin (Inseminasi bauatan) hewan ternaknya saja,
67
 pernyataan 
tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh pak Sutopo di atas. 
3. Pendapat Tokoh Agama 
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Ustadz Imron Mashadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-
Asyhar mengemukakan bahwa sperma bukanlah sesuatu yang tidak bisa di 
perjual belikan. Memeng kadang sebagian masyarakat tidak mengetahui 
tentang hukum jual beli sperma tapi masyrakat beranggapan lebih 
memahami  dengan cara memberi upah kepada petugas yang melakukan 
suntik kawin (Inseminasi Buatan) dan itu sudah menjadi sesuatu yang 
biasa dilakukan peternak di desa Batealit. 
Ustadz Imron mengatakan bahwa inseminasi buatan 
diperbolehkan karena dengan inseminsi buatan dapat mempermudah 
masyarakat dalam mengembangbiakkan sapi dan inseminasi buatan adalah 
sesuatu yang dibbutuhkan masyarakat Batealit. Mereka tidak perlu 
memakai pejantan yang harus membtuhkan waktu sangat banyak, dahulu 
mereka yang ingin mengawinkan sapi harus memakai pejantan dari orang 
lain yang mereka harus membutuhkan waktu yang lama, serta 
membutuhkan tenaga yang banyak. 
Ustadz imron mengatakan juga bahwa menjual sperma hewan 
jantan hukumnya dilarang oleh agama islam, berdasarkan hadits Nabi yang 
melarang menjual pejantan atau bibit hewan jantan, seperti hadits yang 
diriwayatkan oleh ibnu umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual 
pejantan, tetapi dengan inseminasi buatan jika masyarakat ingin 
mengawinkan sapi dengan menggunakan inseminasi buatan tersebut, 
mereka hanya boleh meberikan upah atas pekerjaan yang telah 
diselesaikan, serta mengganti biaya peggolahan sperma, karena dalam 
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pengolahan sperma tersebut membutuhkan biaya dan tenaga sehinga 
memerlukan biaya yang banyak. 
Masyarakat di Desa Batealit tidak pernah membeli sperma yang 
dibawa petugas, tetapi hanya memberikan upah kepada petugas bukan 
membeli sperma yang dibawa oleh petugas dari Dinas tersebut. Akad yang 
dilakukan masyarakat Batealit berupa ijarah atau upah tenaga bukan jual 
beli sperma.
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BAB IV 
ANALISIS ‘URF TENTANG PRAKTEK JUAL BELI SPERMA HEWAN 
DI DESA BATEALIT KABUPATEN JEPARA 
A. Alasan Jual Beli Sperma yang Dipraktekkan oleh Masyarakat di Desa 
Batealit Kabupaten Jepara. 
Masyarakat desa Batealit mempunyai mata pencaharian dibidang 
pertanian dan kebanyakan dari mereka memelihara hewan diantaranya sapi. 
Mereka memelihara sapi untuk menambah kebutuhan biaya hidup keluarga, 
misalnya untuk menambah biaya makan dan kebutuhan biaya sekolah 
anaknya.
69
 
Memelihara hewan ternak sangat mengguntungkan bagi masyarakat, 
selain menggambil hasil dari penjualannya, hewan ternak tersebut juga 
menghasilkan pupuk yang digunakan dalam pertanian yang mereka tekuni. 
Mereka memelihara hewan ternak untuk dikembangbiakkan supaya 
mendapatkan anak atau keturunan dari hewan ternak yang di pelihara yaitu 
dengan cara mengawinkan. 
Sebelum ada Inseminasi Buatan (IB) di desa Batealit, masyarakat 
yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara yaitu dengan 
mengunakan perkawinan alam. Mereka yang ingin mengawinkan sapi 
tersebut dengan jalan meminjam pejantan dari tetangga, dan mereka 
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mengatakan sangat sulit dan repot serta membutuhkan waktu yang lama 
untuk mengawinkankan. 
Masyarakat yang ingin mengawinkan hewan ternak yang mereka 
pelihara harus meminjam pejantan dari orang lain, dan membutuhkan waktu, 
semisal seekor sapi yaitu dengan cara membawa sapi betina ketempat yang 
punya pejantan atau yang punya sapi pejantan dibawa ketempat sapi betina. 
Biasanya orang yang dipijami sapi jantan tersebut, diberi upah 
sebagai balas jasa dan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan dalam 
mengawinkan sapi yang dipeliharanya, pada saat itu mengawinkan sapi tidak 
bisa sendirian, harus ada yang menemani, misalnya ada yang memegang sapi 
betina dan yang satu memegang sapi yang jantan.  
Dahulu masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya 
mereka harus mengeluarkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam, yaitu mulai 
dari membuat tempat/kandang sampai selesai mengawinkan sapi yang 
dipelihara. 
Kemudian masyrakat Batealit mulai mengenal adanya kawin suntik 
pada sapi, atau yang dikenal dengan sebutan inseminasi buatan (IB), 
masyarakat disana lebih menyukai dengan inseminasi buatan, karena 
memudahkan dalam mengawinkan sapi tersebut.  
Inseminasi buatan pada hewan dapat mempermudah peternak atau 
masyarakat dalam mengawinkan hewan ternaknya dan juga dapat 
mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang 
lain. Sampai sekarang mereka lebih suka mengawinkan sapi yang dipelihara 
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dengan menggunakan inseminasi buatan, sebab masyarakat Batealit sekarang 
lebih suka memelihara sapi betina dari pada sapi jantan, mereka yang 
mempunyai sapi jantan kebanyakan dijual. 
Keberadaan inseminasi buatan dapat mempermudah, serta 
mempercepat dalam proses mengawikan sapi peliharaannya, mereka tidak 
perlu repot membuat kandang dan meminjam sapi jantan dari orang lain.
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Masyarakat di Desa Batealit sangat terbantu dengan munculnya 
teknologi baru dalam mengawinkan sapi, mereka tinggal meminta bantuan 
atau menggundang petugas inseminasi buatan dari Dinas Peternakan untuk di 
bantu dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya.  
Masyarakat di Desa Batealit sangat membutuhkan, dan mereka 
menyambut dengan baik adanya inseminasi buatan, sebab sebelum adanya 
inseminasi buatan masyarakat Batealit sangat sulit dan repot dalam 
mengawinkan sapi yang mereka pelihara. Untuk mengawinkan sapi 
peliharaannya mereka harus meminjam sapi jantan kepada tetanga yang 
mempunyai sapi jantan untuk dikawinkan degan sapi betina yang dipelihara. 
Kedatangan Inseminasi buatan sangat membantu masyarakat dalam 
mengembangbiakkan serta mempermudah dalam mengawinkan sapi atau 
ternak. Masyarakat Batealit menyukai inseminasi buatan karena proses 
perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta 
mempersingkat waktu dan tenaga.
71
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Mereka mengatakan inseminasi buatan memudahkan masyarakat 
untuk mengembangbiakkan ternaknya. Sampai saat ini masyarakat Batealit 
masih menggunakan inseminasi buatan dan sudah menjadi kebiasaan dalam 
mengawinkan hewan piaraannya yaitu dengan menggunakan kawin buatan 
atau inseminasi buatan. 
B. Analisis Praktek Jual Beli Sperma di Desa Batealit Kabupaten Jepara 
Dapat Disebut Sebagai ‘Urf  
Transaksi jual beli dianggap sah dan berkekuatan hukum ketika 
sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antara salah satu rukun jual 
beli sebagai mana yang telah di jelaskan pada BAB II adalah adanya barang 
yang akan di jual belikan.
72
 Tetapi dalam kenyataannnya barang yang 
dimaksud bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjual belikan yaitu 
sperma hewan pejantan. 
Dipraktekkannya kebiasaan masyarakat mengawinkan secara sutik 
(inseminasi Buatan) pada hewan ternak dengan perantara ada petugas yang 
ahli untuk melakukan suntik kawin (Inseminasi Buatan) adalah dengan 
pertimbangan untuk keselamatan yang lebih aman dalam perkembang biakan 
hewan ternak dibanding dengan mengawinkan hewan ternak secara alami.  
yang menjadi pokok masalah yang akan di analisis adalah akad 
pembayaran inseminasi buatan pada sapi ditinjau dari segi adat kebiasaan 
masyarakat desa Batealit. Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang 
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dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.73 
Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’, karena timbulnya 
beberapa hukum, akad dapat kita katakan sesuatu perbuatan yang di sengaja 
dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad 
pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Batealit, 
merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan, masyarakatnya mengatakan 
bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan 
yang diberikan kepada petugas inseminasi buatan dan Dinas Peternakan yang 
telah membantu masyarakat dalam pembuahan/perkawina buatan pada hewan 
ternak. 
Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai 
kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi 
dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa 
mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan 
terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa 
berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan 
ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat. 
Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan 
hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan 
dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik dari al-Qur’an 
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maupun Hadis.
74
 Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi 
adat kebiasaan atau ‘urf sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.  
Sebagai sumber hukum Islam, ‘urf juga ikut berperan serta dalam 
memberikan keputusan hukum suatu kasus. ‘Urf mempunyai relasi yang kuat 
dengan maslahah, karena maslahah menjadi faktor yang ikut menentukan 
validitas ‘urf ketika tidak ada nass yang menjelaskan tentang hukum suatu 
kasus yang diambil dari ‘urf. Maka substansi maslahah yang terkandung di 
dalam ‘urf dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya ‘urf. Jika 
berpotensi mewujudkan maslahah maka ‘urf tersebut bisa digunakan sebagai 
dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika mafsadah yang terkandung dalam 
‘urf, maka ‘urf tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Jumhur ulama 
berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nashsh atau ijma’ didasarkan 
atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan 
menghindarkan mafasadah.
75
 
Pada kebiasaan praktek jual beli di Desa Batealit, peneliti melihat 
adanya suatu kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan 
berupa pertolongan melakukan suntik kawin (Inseminasi Buatan) oleh 
petugas IB bagi peternak yang sedang dalam kesulitan mencari hewan ternak 
pejantan, dan juga bertujuan untuk menyebarkan bibit-bibit unggul kepada 
peternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih 
luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran 
dengan cepat dan teratur. mencegah penularan/penyebaran penyakit yang 
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penularannya melaui kelamin, atau pada saat perkawinan antara hewan ternak 
jantan dengan hewan ternak betina.
76
 
Inseminasi buatan pada hewan diperbolehkan oleh agama islam 
sepanjang dalam melakukan iseminasi buatan tersebut tidak merusak atau 
untuk menganiaya hewan dan untuk kemaslahatan manusia. karena 
inseminasi buatan tersebut tidak diterangkan bahwa dalam hadist ada yang 
melarang inseminasi buatan pada hewan ternak. 
Bahwa insemanasi buatan pada hewan tidak di temukan dalam dalil 
yang melarang. Jadi inseminasi buatan pada hewan di perbolehkan, karena 
dalam kaidah islam bahwa segala sesuatu yang belum ditetapkan halal dan 
haramnya dikembalikan kepada aslinya yaitu mubah (boleh), seperti kaidah 
fiqhiyah: 
 َأ َلأ  ْص ُل  ِّفِ َلأا  ْش َي ِّءا  ِّلا  َبا َح ُة  َح َّتّ َي  ُد ُّل  َّدلا ِّل ْي ُل  َع َل َتلا ى ْح ِّر ِّي 
“Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang 
mengharamkanya.” 77 
Berdasarkan kaidah diatas bahwa segala sesuatu yang tidak 
ditemukan dalam dailil yang melarang, maka dikembalikan kepada aslinya 
yaitu mubah Karena tidak ditemukan dalam hadits atau nash yang melarang 
inseminasi buatan pada hewan maka inseminasi buatan pada hewan 
diperbolehkan sepanjang tidak menyakiti atau merusak hewan. 
Dalam rangka mendukung dan menguatkan eksistensi ‘urf, kaidah 
al-‘adah muhakkamah 78 “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” digunakan 
sebagai pengukuhan terhadap ‘urf. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa 
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adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa menjadi dasar bagi 
penetapan suatu hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan sinar 
dan sentuhan terhadap adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. 
Terdapat beberapa ungkapan dalam perikatan, mu’amalah, 
perkawinan, sumpah, nadhar, dan sebagainya harus diartikan menurut makna 
yang populer dalam al-‘urf al-lafzi. Suatu ungkapan yang pada suatu waktu 
tertentu menunjukkan suatu pengertian secara jelas, bisa saja berubah menjadi 
ungkapan kinayah pada waktu yang lain. Begitu pula dengan suatu perbuatan 
terkadang bisa berubah hukum sesuai dengan perubahan waktu tertentu 
sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh La yunkaru taghayyur al-
ahkam bitaghayyuri al-azman
79
 (tidak diingkari adanya perubahan hukum 
seiring berubahnya zaman/waktu). 
Kaidah di atas hanya berlaku pada  masalah-masalah yang berkaitan 
dengan adat kebiasaan manusia dan hukum yang ditetapkan berdasarkan 
ijtihad. Hal ini juga yang berlaku bagi kebiasaan masyarakat Desa Batealit 
memberikan upah kepada petugas inseminasi buatan sebagai ganti rugi atas 
jerih payahnya melakukan IB. Karena hanya dengan begitu masyarakat bisa 
bertransaksi tanpa ada istilah jual beli sperma. Dengan illat inseminasi buatan 
adalah sesuatu yang dibutuhkan peternak dan substansi kemaslahatan yang 
terkandung di dalamnya, maka kebiasaan masyarakat memberikan upah 
kepada petugas Inseminasi Buatan bisa dilegalkan secara hukum islam. 
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Berdasarkan definisi ‘urf dan pembagiannya yang dipaparkan pada 
BAB II, dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat 
Desa Batealit dilihat dari segi obyeknya dapat dikatakan sebagai al-‘urf al-
fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Jika dilihat dari segi cakupan ‘urf 
maka praktek kawin suntik (inseminasi buatan) di Desa Batealit merupakan 
bentuk al-’urf al-amm, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi 
sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
80
 Dalam hal ini 
tidak hanya berlaku pada Desa Batealit, tetapi masih banyak desa lain yang 
memraktekkannya dan pada masyarakat peternak desa setempat. 
Dari kualifikasi tersebut maka praktek kawin suntik (inseminasi 
buatan) di Desa Batealit dapat dikategorikan sebagai al-’urf al-sahihah yaitu 
adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-
aturan hukum islam (tidak menghalalkan yang haram dan tidak 
mengharamkan yang halal).
81
 Karena selain mengandung kemaslahatan, 
kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan nass. 
C. Analisis Praktek Jual Beli Sperma Tersebut Dapat Disebut Sebagai 
Transaksi Yang Sah Melalui Pintu ‘Urf 
Akad pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak yang ada di 
Desa Batealit, merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan, 
masyarakatnya mengatakan bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan 
sebuah upah atas pekerjaan yang diberikan kepada petugas inseminasi buatan 
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(inseminator) dari Dinas Peternakan yang telah membantu masyarakat dalam 
pembuahan/perkawina buatan pada sapi. 
Masyarakat Batealit memberikan uang sebagai upah atas pekerjaan 
terhadap petugas inseminator yang telah melakukan pekerjaan dalam 
menyuntik sapi yang dipelihara dan menganti biaya oprasional dalam 
mengolah sperma/semen beku tersebut kepada Balai Inseminasi Buatan. 
Masyarakat di Desa Batealit yang melakukan penyuntikan pada sapi 
yang dipelihara dengan menggunakan inseminasi buatan mengatakan tidak 
ada akad jual beli sperma (semen beku) yang dibawa petugas inseminator, 
bahkan petugas dari inseminator pun mengatakan tidak pernah menjual 
sperma (semen beku), tetapi hanya melayani masyarakat yang ingin 
menyuntik hewan ternaknya menggunakan inseminasi buatan. 
Sperma yang dibawa pertugas tersebut hanya sebuah alat pelengkap 
atau komponen yang dibawa petugas, karena dalam pembuahan/penyuntikan 
bila tidak ada sperma petugas tidak akan bisa melakukan penyuntikan.  
Masyarakat Batealit sebenarnya hanya mengundang petugas 
inseminator tesebut untuk mengawinkan sapi peliharaanya dengan inseminasi 
buatan dan mereka memberikan uang sebagai upah balas pekerjaan. Jadi yang 
dipraktekkan di Desa Batealit bukan jual beli sperma melainkan hanya upah 
(ijarah) Masyarakat Batealit membayar petugas tersebut hanya merupakan 
upah bukan membeli sperma. Jadi akad yang dilakukan masyarakat di Desa 
Batealit akadnya bukan jual beli sperma atau membeli sperma tetapi berupa 
bayaran kepada tenaga atau ijarah. 
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Ijarah adalah upah dan sewa. Jasa atau imbalan, ia sesugguhnya 
merupakan transaksi yang mempejual belikan manfaat suatu harta benda. 
Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang 
benyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Ijarah secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa 
dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 
atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-ain atau sewa menyewa seperti 
rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau 
jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah al-zimmah atau upah mengupah. 
Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. 
Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum islam. 
Ijarah yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang 
setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai batas tertentu. Kebolehan 
transaksi ijarah ini berdasarkan sejumlah keterangan dari Al Qur’an dan 
Hadist. Antara lain dibawah ini 
Surat al-Baqarah ayat 233: 
 ُتاَدِّلاَوْلاَو  َنْع ِّضْر ُي  َّنُهَدَلاْوَأ  ِّْيَْلْوَح  ْنَمِّل ِّْيَْل ِّماَك  َدَاَرأ  ْنَأ  َّمُِّتي ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا  ِّدوُلْوَمْلا 
 ُهَل  َّنُه ُقْزِّر  َّنُه ُتَوْسَِّكو  َلا ِّفوُرْعَمْلاِّب  ُفَّلَكُت  ٌسْف َن  َّلاِّإ  َلا اَهَعْسُو  َّراَضُت  ٌةَدِّلاَو اَهِّدَلَوِّب  َلاَو 
 ٌدوُلْوَم  ُهَل  ِّهِّدَلَوِّبىَلَعَو  ِّثِّراَوْلا  ُلْث ِّم  ْنَِّإف َكِّل ََٰذ اَدَاَرأ  الااَصِّف  ْنَع  ٍضَار َت اَمُه ْ ن ِّم  ٍرُواَشَتَو 
 َلًَف  َحاَنُج  ْنِّإَو اَمِّهْيَلَع  ُْتْدََرأ  ْنَأ اوُع ِّضْر َتْسَت  ْمَُكدَلاْوَأ  َلًَف  َحاَنُج  ْمُكْيَلَع اَذِّإ  ْمُتْمَّلَس اَم 
 ْمُتْي َتآ اوُقَّ تاَو ِّفوُرْعَمْلاِّب ا ََّللَ اوُمَلْعاَو  َّنَأ  ََّللَا َا ِّبِ  َنوُلَمْع َت  ٌيُّ ِّصَب 
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“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan 
kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu 
dengan cara yang ma’ruf, seorang laki-laki tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita 
kesangsaraan karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih kurang dari dua tahun 
denan kerelaan keduanyadann pemusywaratan, maka tidak ada dosa 
atas keduanya, dabn jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, 
maka tidak ada dosa bagi kamu memberikan bayaranmenurut yang 
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Alahmaha 
melihat apa yang kamu kerjakan”.82 
 
Dalam hadits Nabi yaitu: 
 َو َع ْن  ْبا ِّن  ُع َم َر  َر ِّض َي  ُالله  َع ْن ُه َم َق ا َلا : َق َلا  َر ُس ُلو  ِّالله  َص َّل ُالله ى  َع َل ْي ِّه  َو َس َّل َم  َأ ْع ُط او
 َْلأا ِّج ْي َر  َأ ْج َر ُه  َق ْب َل  َأ ْن  ِّي َّف  ُهُقَرَع 
“Di riwayatkan dari Umar ra, bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda “berikan upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”83 
Upah tenaga mengacu pada penghasilan moneter dan bukan moneter. 
Jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu misalnya, sebulan 
seminggu atau sehari, megacu pada upah nominal tenaga kerja. 
Masyarakat Batealit membayar sejumlah uang kepada petugas hanya 
merupakan bayaran kepada petugas inseminasi buatan dan Dinas Peternakan 
yang telah melakukan pekerjaan dalam pembuahan pada hewan ternak yang 
dipelihara mereka, serta mengganti biaya sperma (semen beku) tersebut. 
Upah yang diberikan kepada petugas dan Dinas tersebut berupa uang 
sebagai pengganti lelah atau bayaran atas pekerjaan terhadap petugas 
inseminator tersebut setelah menyelesaikan pekerjaan dalam pembuahan 
hewan ternak yang menggunakan inseminasi buatan atau kawin suntik. 
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Jadi proses pembayaran yang dilakukan antara petugas inseminasi 
buatan dari Dinas peternakan dan masyarakat Batealit tersebut berupa upah 
bukan jual beli sperma. Karena berjual beli sperma dilarang oleh Islam, ijarah 
atau memberikan upah dalam hukum islam diperbolehkan. 
Jadi dalam kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat Batealit 
bukanlah transaksi jual beli sperma, tetapi yang menjadi kebiasaan 
masyarakat Batealit adalah membayar sejumlah uang atau upah (ijarah) 
kepada petugas inseminasi buatan yang telah melakukan pekerjaan dalam 
pembuahan pada hewan ternak yang dipelihara mereka. Dan upah atau ijarah 
adalah akad yang diperbolehkan dalam hukum islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian tentang tinjauan ‘urf terhadap praktek jual beli sperma 
hewan di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bahwa Inseminasi buatan pada hewan dapat mempermudah peternak atau 
masyarakat dalam mengawinkan hewan ternaknya dan juga dapat 
mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari 
orang lain. Masyarakat Batealit menyukai inseminasi buatan karena 
proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, 
serta mempersingkat waktu dan tenaga 
2. Bahwasannya Kebiasaan (‘Urf) yang dipraktekkan oleh masyarakat 
Batealit bukanlah transaksi jual beli sperma, tetapi yang menjadi 
kebiasaan (‘Urf)  masyarakat Batealit adalah membayar sejumlah uang 
atau upah (ijarah) kepada petugas inseminasi buatan yang telah 
melakukan pekerjaan dalam pembuahan pada hewan ternak yang 
dipelihara mereka. Masyarakatnya mengatakan bukan membeli sperma 
tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan 
pertugas inseminasi buatan (IB) dari Dinas Peternakan. Dan upah atau 
ijarah adalah akad yang diperbolehkan dalam hukum islam. 
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B. Saran 
1. Kepada masyarakat, agar bisa melaksanakan praktek jual beli sesuai 
dengan tuntunan syari’ah dan menghindari sistem jual beli yang 
mengandung mazarat. 
2. Kepada peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan rujukan dan kontribusi tentang pengembangan ‘urf dan ilmu fiqh 
mu’amalah sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. 
C. Penutup 
Demikianlah skripsi ini saya buat meskipun dalam penulisan skripsi 
ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tidal jauh dari 
kekurangan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 
sempurna, Namun penulis berharap apa yang telah penulis kerjakan ini 
mampu menyumbangkan bagi penelitian hukum islam selanjutnya, oleh 
karena itu perlu diperlukan penelitian lanjutan, sehingga hukum islam nanti 
benar-benar menjadi bagian dari islam yang berperan aktif dalam membentuk 
perilaku masyarakat menuju tatanan yang di rindhoi oleh Allah swt. Amin. 
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